PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR . ¢ TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERI KETERANGAN SAKSI FAKTA PADA

PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR: 42/G/2023/PTUN.BJM

Menimbang:

Mengingat:

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan
Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah, segala biaya yang
diperlukan dalam penanganan perkara di lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2024;

bahwa untuk keperluan pemberian keterangan pada
tahapan pembuktian perkara Tata Usaha Negara
Nomor: 42/G/2023/PTUN.BJM perlu ditunjuk Saksi
Fakta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberi
Keterangan Saksi Fakta pada Perkara Tata Usaha
Negara Nomor: 42/G/2023/PTUN.BJM;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
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Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 82 Tahun
2023 tentang Standar Biaya Umum Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 82);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun
2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan
Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2022 Nomor 141) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang
Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional
Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Pemberi Keterangan Saksi Fakta pada perkara Tata
Usaha Negara Nomor: 42/G/2023/PTUN.BJM
adalah:

a. Drs. H. Hasanul Erpani (Sekretaris Dinas
Perhubungan Kota Banjarmasin masa bakti 1
November 2022 sampai dengan 31 Juni 2023);

b. H. Yuliansyah, S.H. (Pensiunan Kantor Inspeksi
II Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan
Ferry Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia); dan

c. Tri Sutrisno (Pensiunan Kantor Inspeksi II Lalu
Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Ferry
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia).

Pemberi Keterangan Saksi Fakta sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas

memberikan keterangan atau kesaksian pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada
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perkara Tata Usaha Negara Nomor:
42/G/2023/PTUN.BJM mengenai apa yang mereka
ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami
sendiri dengan tujuan kesaksian itu akan menjadi
jelas perkara tata usaha negara tersebut.

Pemberi Keterangan Saksi Fakta sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan
honorarium sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima
puluh ribu rupiah) per orang per sidang.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal - - “7 L cLis
WALI KOTA BANJARMASIN,

e

IBNU SINA



